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BUPATI TASIKMALAYA 

PERA TURAN BUPATI TASIKMALA YA 

NOMOR 52 TAHUN 2012 

TENTANG 

TUNJANGAN KESEJAHTERAAN DAN STANDAR BIAYA BELANJA 
PENUNJANG KEGIATAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH 

KABUPATEN TASIKMALAYA TAHUN ANGGARAN 2013 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA E SA 

BUPATI TASIKMALAYA 

a. b ahwa untuk m en u njang kelancaran pelaksanaan tugas bagi 

pimpinan dan anggota Dewan Perwakilan Rakya t Daerah 

Kabupaten Tasikmalaya, dipandang perIu diberikan tu njangan 

kesejahteraan dan biaya belanja penunjang kegiatan Dewan 

Perwakilan Ral~yat Daerah Kabupaten Tasikmalaya yang 

disesuaikan dengan kemampuan Keuangan Daerah Pemerintah 

Kabupaten Tasikmalaya; 

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam 
huruf a , perIu menetapkan Peratu ran Bupati Ta sikmalaya 

tentang Tunjangan Kesejahteraan dan Standar Biaya Belanja 

Pen unjang Kegiatan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah 

Kabup a ten Ta sikmalaya Tahun Anggaran 2013. 

1. Undang-Undang Nomor 14 Tahu n 1950 tentang Pem bentukan 

Daerah-Daerah Kabu paten dalam Lingkungan Propinsi Jawa 
Bara t , sebagaimana telah diubah dengan Und ang-Undang 

Nom or 4 Tahun 1968 tentan g Pemben tukan Kabupaten 

Pu rwakarta dan Kabu paten Subang dengan m engubah Undang­

Un dang Nomor 14 Tahu n 1950 ten t ang Pembentukan Daerah­

Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jaw a Barat 
(Lembaran N egara RepubIik Indonesia Tahun 1968 Nomor 3 1, 

Tambahan Lembaran Negara Republik In donesia Nomor 2851) ; 

2. Un dang-Undang Nomor 8 Tahu n 198 7 tentang ProtokoI 

(Lembaran Negara Republik Ind onesia Tahun 1987 Nomor 43 , 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3363 ); 

3. Undang-Un dang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan 

Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4286); 

4 . Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan 

Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 

Nomor 5 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 4355); 
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5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 
Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4389), sebagaimana te1ah diubah beberapa kali terakhir 

dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang 

Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 

tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4844); 

6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan 
Ke angan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahu n 2004 Nomor 126, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indon esia Nomor 4438); 

7 . Undang-Undang Nomor 2 7 Tahun 2009 ten tang Majelis 
Permusyawara an Rakya, Dewan Perwakilan Rakyat , Dewan 
Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 N m or 123, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 50 3); 

8. Undang-Undang Nom or 12 Tahu n 20 1 1 tentang Pe bentukan 

Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara epublik 
Indonesia Tahun 2 0 11 Nomor 82, Tambahan Lembar 
Republik Indonesia Nomor 5234); 

Negara 

9 . Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 200 4 tentang 
Kedudukan Proto 01 r an Keuangan . pinan dan Anggota 

D an Perwakilan Raky aerah L mbaran Negar Republik 

Indo sia Tahu n 2 004 No or 9 , Tam ahan Le aran Negara 

Republik I onesia Nomo 4416), sebag . a telah diubah 
dengan Peratur Pe erintah ornor 2 Tahun 20 7 tentang 
Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah No or 24 Tahun 
2004 tentang Kedudukan Protokol r dan Keuangan Pimpinan 

Anggo D wan P t D ah (Lembaran 

Negara Republik Indon esia Tah n 2007 Nom or 47 , Tambahan 
Lernbaran Negara Repu blik Indonesia Nom or 47 12); 

10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tah n 2005 
P n g lolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara 

tentang 
Republik 

Indonesia ahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara 
Republik In donesia Nomor 4 578) ; 

1 . Peraturan Pem erint ah omor 79 Tahun 2005 tentang Pembinaan 

dan Pengawasan Atas Penye1enggaraan Pemerintahan Daerah 

(Lembaran Negara Republik n donesia Tahun 2005 Nomor165, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4592); 

12. Peraturan Pemerint ah Nomor 38 Tahu n 2007 tentang Pembagian 
Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah 
Propinsi dan Pemerintahan Daerah KabupatenjKota (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737); 

13. Peraturan Pemerint ah Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pedoman 
Penyusunan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah 
Tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 22, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5104); 
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14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang 
Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah 

diubah beberapakali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam 

Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas 
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang 
Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah; 

15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2007 tentang 
Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah, Penganggaran 

dan Pertanggungjawaban Penggunaan Belanja Penunjang 

Operasional Pimpinan DPRD se rta Ta ta Cara Pengembalian 
Tunjangan Komuni asi tensif dan Dana Operasional; 

16 . Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tah n 2011 tentang 
Pemb n tukan Prod k H kum Daerah; 

17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahu 2 2 tentang 
Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Bel ~a aerah 
Tah n Anggaran 20 13; 

18 . Keputusan Men teri Keuangan Nomor 7 jKMK.02j2003 -entang 
PeIjalanan Dinas Dalam Negeri Bagi Pejabat Negar a , Pegawai 
Negeri Sipil dan Pega ai Tidak Tetap; 

19. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya N mor 13 
Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan 
Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan R t Daerah 
Kabupaten Tasikmalaya, sebagaimana telah diub dengan 

Pera ran Daerah Kabupaten T sikm aya No r 0 3 Tahun 
20 7 (Lernbaran Da erah Kabu a ten Ta siJonala a Tabun 2007 
Nomor 3 ); 

20. Peratu ran Daerah Kabupaten Ta sikmalaya Nomor 4 Tahun 2008 
ang P ok P an ah (Lembaran 

Daerah Kabupaten Ta sikmalaya Tahun 2008 omor 4); 

2. era turan Daerah Kabu pa ten Ta sikmalaya 0 or 8 Tabun 2008 

ten tang Urusan Pem erin tahan Daerah ab p ten Tasikmalaya 
(Lembaran Daerah Kabu paten asikmalaya Tahun 2008 
Nom or 8); 

MEMUTU KA 

PERAT RAN BUPATI TASIKMALAYA TENTANG TUNJANGAN 
KESEJAHTERAAN DAN STAN DAR B~YA BELANJA PENUNJANG 
KEGIATAN DEWAN E WAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN 
TASIKMALAYA TAHUN A GGARAN 20 13. 

BAB I 
KETENTUAN UMUM 

Pasa11 

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan : 

1. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Tasikmalaya. 

2. Bupati adalah Bupati Tasikmalaya. 
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Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan 

Perwakilan Rakyat Daerah Kabu paten Tasikmalaya. 

Pimpinan DPRD adalah Ketua dan Wakil-wakil Ketua DPRD Kabupaten Tasikmalaya. 

Anggota DPRD adalah Anggota DPRD Kabupaten Tasikmalaya. 

Sekretariat DPRD Kabupaten Tasikmalaya adalah unsur pelayanan terhadap DPRD. 

Sekretaris DPRD adalah pejabat perangkat Daerah yang memimpin Sekretariat DPRD 
Kabupaten Tasikmalaya. 

8. At Cost adalah penerapan pengganggaran dan pelaksanaan perjalanan dinas 

berdasarkan prinsip keb tuhan nyata. 

9 . Tunjangan Perum ahan a alah Tunjangan Kesejahteraan bagi Pimpinan dan Anggota 
DPRD selama Pemerintah Daerah belum mampu menyediakan fasilitas rumah 
jabatanfrum ah dinas . 

10. Tunja gan Kesejahteraan adalah tunjangan yang disediakan berupa emberian 

jam 'n an pemeliharaan kesehatan, pakaian din as kepada Pimpinan dan . ggota 

DPRD, penyediaan rumah jabatan Pimpi an DPRD dan perlengkapannya, k nd aan 

dli1.a s jabatan Pimpinan DPRD, serta rumah dinas bagi Anggota D RD dan 
per n gkapann a . 

11 . Tunjang 11 Komunikasi Intensif adalah u ang yang diberikan kepada Pimpinan dan 
Anggo ta DPRD setiap bulan dalam rangka mendorong peningkatan ki erja Pimpinan 

dan A ggota DPRD. 

12. Belanj Penunjang Operasional Pimpinan DPRD adalah d ana yang disediakan bagi 

Pimpinan DPRD setiap bulan ntuk m en u njang egiatan operas·o al yang berkaitan 

dengan r pre sentasi , ela an an , dan kebutuhan lain guna elancark p laksanaan 
tugas Pim ,pinan DPRD sehari-hari. 

13. Reses a d ah masa pe a1 ana an kegiatan DPRD Ka u p a n a sikmalaya di luar masa 

kegiatan ersidangan. 

14. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabu a ten Tas' alaya selanjutnya 
disingk t APBD adalab r en cana keuangan tabunan Peme . tab Da rab yang disetujui 

oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten a sikmalay d an ditetapkan 

dengan Peratu ran Daerah Kabu p a ten Ta s ikmalaya. 

BAB II 

T NJANGAN KESEJAHTERAAN 

Pasal 2 

Tunjangan Kesejahteraan bagi Pimpinan dan Anggota DPRD eserta keluarganya terdiri 
dari : 

a . tunjangan pemeliharaan kesehatan dan pengobatan; 

b . rumah jabatan/ rumah dinas atau tunjangan perumahan; 

c. kendaraan dinas jabatan dan kendaraan dinas operasional; 

d. pakaian dinas; 

e. uang duka wafat dan bantuan biaya pengurusan jenazah; 

f. tunjangan komunikasi intensif dan belanja penunjang operasional. 
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Bagian Pertarna 

Tunjangan Pemeliharaan Kesehatan dan Pengobatan 

Pasal3 

(1) pimpinan dan anggota DPRD beserta keluarganya diberikan jaminan pemeliharaan 
kesehatan dan pengobatan. 

(2) keluarga pimpinan dan anggota DPRD yang mendapatkan jaminan pemeliharaan 

kesehatan dan pengobatan yaitu suarni atau istri beserta 2 orang anak. 

(3) jaminan pemeliharaan kesehatan dan pengobatan sebagaimana dimaksud pada 

ayat (1) diberikan dalarn bentuk pembayaran Premi Asuransi Kesehatan pada 
perusahaan asurans· . 

(4) besarnya Premi Asuransi Kesehatan sebagaimana dimaksud pa da ayat (3) termasuk 
biaya general check -up 1 (satu) kali dalam setahun bagi pimpinan dan anggota Dewan 

PeIWakilan Rakyat Daerah p aling tinggi sarna dengan besarnya pre a ransi Bupati. 

Bagian Kedua 

Rumah Jabatan / Rumah Dinas a tau Tunjangan Peru mahan 

Pas a14 

(1 ) pim inan DPRD disediakan masing-m asing 1 (satu) rumah jabatan b eserta 
perle g 'apannya, 

(2) anggota DPRD disediakan masing-m a sing 1 (satu) rumah dina beserta 

perlengk pann a . 

(3) untuk pemeliharaan rumah j a b atan dan atau rumah din a s diberikan iaya belanja 

pemelihara 1.. 

(4) dalam h al Pemerin Daerah belum m arnpu m enyediakan rum ah 'a atan dan atau 
rumah dinas, p ada pimpinan an anggota DP diberikan tu 'angaJ::l erumahan 
berup u ang dan dibayarkan setiap bulan e agai ber ' t: 

a. K tua D RD se esar Rp . 5. 00.0 0 ,0 ; 

b. Wakil Ke a DPRD sebesar Rp. 4 .50 0 .000,00; 

c. Angg ta DPRD seb e ar Rp . 4 .000.000 ,00 . 

Bagian Ketiga 

Ken araan Dinas J abatan dan Kendaraan Dina s Operasion al 

Pa sal5 

(1) pimpinan DPRD dis diakan masing-masing 
berikut biaya perne ' ara annya. 

( at ) u it en daraan dinas jabatan 

(2) alat kelengkapan DPRD a p at di rikan kendaraan dinas operasional berikut biaya 

pemeliharaannya. 

(3) biaya pemeliharaan kendaraan dinas dibe ankan ke dalarn belanja Sekretariat DPRD. 

(4) pimpinan DPRD diberikan bantuan bahan bakar minyak masing-masing setinggi­

tingginya per bulan sebagai berikut: 

a. Ketua DPRD sebesar Rp. 7 .350.000,00; 

b. Wakil Ketua DPRD sebesar Rp. 4.900.000,00. 
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(5) alat kelengkapan DPRD yaitu Kornisi/Badan Anggaran/Badan Musyawarah/Badan 
Kehormatan/Badan Legislasi diberikan bantuan bahan bakar minyak masing-masing 
setinggi-tingginya perbulan sebagai berikut : 

a. Komisi 

b . Badan Anggaran 

c. Badan Musyawarah 

d. Badan Kehormatan 

e . Badan Legislasi 

sebesar Rp. 4.900.000,00; 

sebesar Rp. 2 .940.000,00; 

sebesar Rp. 2 .940.000,00; 

sebesar Rp. 2.940.000,00; 

sebesar Rp. 2 .940.000,00. 

Bagian Keempat 
Pakaian Dinas 

Pasa16 

(1) pimpinan dan anggota DPRD disediakan akaian Dina erupa Pakaian 'pi! Lengkap 
(PSL) , Pakaian Sipil Resmi (PSR) , Pakaian Sipil Harian (PSH) dan Pakaian Dinas 
H arian PDH). 

(2) s tan ar satuan harga dan kualitas pakaian dinas beserta ongkos jahitnya ditet pkan 
setinggi-tingginya sebagai berikut : 

a. akaian Sipil Lengkap (PSL) sebesar Rp. 1.500.000,-/stel disediakan 1 (satu) 
p a sang dalam 5 (lima) tahun atau d alam masajabatan sebag . anggot a PRD; 

b . Pakaian Sipil Resmi (PSR) sebesar Rp.l.OOO .OOO,OO / stel disediakan 1 (satu) 
p a sang dalam 1 (satu) tahun ; 

c . Pakaian Sipil Harlan (PSH) sebesar Rp. 800,OOO,00/stel disediakan 2 (du a) pasang 
dalam 1 (satu) ahun; 

d. Pakaian Dinas Harlan (PDH) sebesar p. 800.000,00/ tel dise 'akan 1 (satu) 

pasang dalam 1 satu) tahu n . 

B glan ..... ,,'UJ ... <A 

Uang Duka/ afat dan Bantuan Biaya Pen gu san J n azah 

Pas' 7 

(1) kepada ahli waris pimpinan dan anggot DP D yang m en' ggal du 'a tidak dalam 

menjalankan gas dib rikan uang duka wafa t ebesar 2 ( ua) k ali u g representasi. 

(2) kepada ahl ' wari dari Pi pinan atau Anggota DPRD yang m enin ggal dunia dalam 

menjalankan tugas diberikan u ang duka waf a t sebesar 6 (en am) kali uang 
representasi. 

(3) bantuan biaya pengurusan jenazah darl rumah duka atau temp at tugas sampai ke 
temp at pemakaman ditetapkan sebesar Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah) , 

Bagian Keenam 

Tunjangan Komunikasi Intensif dan Belanja Penunjang Operasional 

Pasa18 

(1) bagi pimpinan dan anggota DPRD diberikan tunjangan komunikasi intensif setiap 
bulan,masing-masing sebesar 3 (tiga) kali uang representasi Ketua DPRD. 

(2) bagi Ketua DPRD disediakan belanja penunjang operasional pimpinan DPRD setiap 

bulan sebesar 6 (enam) kali uang representasi Ketua DPRD dan bagi Wakil Ketua 
DPRD 4(empat) kali jumlah uang representasi Wakil Ketua DPRD. 
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BAB III 

BELANJA PENUNJANG KEGIATAN DPRD 
Pasal9 

(1) belanja penunjang kegiatan DPRD berupa kegiatan : 

a. lrunjungan kerja; 

b. peningkatan Sumber Daya Manusia dan Profesionalisme; 

(2) belanja penunjang kegiatan sebagaimana dimaksud ayat (1) disusun berdasarkan 
rencana kerja tahunan yang ditetapkan pimpinan DPRD. 

Bagian Pertama 

Kunjungan Kerja dan Reses 

Pasal 10 

(1) kunjungan k erj a dalam r angka p e aksanaan tu ga s , fun gsi dan wewenang DPRD 

dilaks akan di dalam d an k e luar Kabu p a ten dib erikan b iaya perjalanan n as. 

(2) r e , s dalam rangka menyerap aspirasi masyarakat khususnya konstitue di aerah 

p emi lihan anggota DPRD , dilaksanakan di Daerah pemilihannya masin -m sing 
di rikan biaya reses . 

Bagian Kedua 

Biaya Perj alanan Dinas 

Pasal 11 

(1) setiap perjalanan as pimpin an dan anggota DPRD Kab p aten Tas' alaya harus 

dilaksan' an ses u ai dengan Surat Perintah Tugas yang dit d a tang . oleh Ketua 

DPRD Kabupa e Tasikmalaya. 

(2) komp en bia erjalanan dinas sebagaim ana dimaksud pada aya (I) ter 'ri dari : 

a. u ang arlan; 

b. u m g .... ~i-.... o,,·o 

c. uan.g transp rtasi (apabila menggunakan modal transp ortasi m um); 

d. uan pen ' apan (hotel); 

(3) biaya p erjal an dinas sebagaimana dimaksud pada ay a (2) di er ikan dengan 

ketentuan sebagai berikut : 

a. biaya P rj alanan Dinas diberikan u ntuk perjalanal1 Dinas di dalam Daerah 
dan/atau k e Luar Da erah Kab pa en T ikmalaya ; 

b . untuk Perjala an Dina s Dalam Da rah d i rikan : Uang arian dan Uang BBM 

sesuai dengan Wilayahnya; 

c. untuk Perjalanan Dina s k e Lu ar Daerah Dalam Provinsi ke Wilayah I dan 

Wilayah V diberikan : Uang Harian d an Uang Refresentasi; 

d. untuk Perjalanan Dinas ke Luar Da rah Dalam Provinsi ke Wilayah II, III dan IV 

diberikan: Uang Harian, Uang Refresentasi dan Uang Penginapan (Hotel); 

e. untuk Perjalanan Dinas ke Luar Daerah Luar Provinsi di Pu1au Jawa diberikan : 

Uang Harian, Uang Refresentasi dan Uang Penginapan (Hotel); 

f. untuk Perjalanan Dinas ke Luar Daerah Luar Provinsi di Luar Pulau Jawa 

diberikan Uang Harian, Uang Refresentasi, Uang Transportasi dan Uang 

Penginapan (Hotel) ; 
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g. modal sarana transportasi menggunakan : 

1. Bus Kelas Eksekutif; 

2. Kapal Laut Kelas I B; 

3. Kereta Api Kelas Ekseku tif; 

4. Pesawat Udara Kelas Ekonomi. 

h. tempat penginapan (hotel) menggunakan Fasilitas Hotel Bintang 4 (empat); 

(4) biaya belanja perjalanan dinas bagi pimpinan dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat 
Daerah Kabupaten Tasikmalaya untuk Uang Harian , Uang Refresentasi dan Uang 
BBM bersifat lumpsum sedangkan Uang Transportasi dan Uang Penginapan (Hotel) 
bersifat at cost. 

(5) standar biaya be1anja perjalanan dinas bagi pimpinan dan anggota Dewan Perwakilan 
Rakyat Daerah Kabupaten Tasikmalaya merupakan Standar Tertinggi. 

(6) biaya perjalanan dinas dalam daerah ba "pimpinan an anggota D wan Perwakilan 
Rakya Daerah Kabupaten Tasikmalaya sebagai berikut: 

N Tempat Perjalanan U ng Harlan BBM 
Dinas (Rp). (Liter). 

1. Wilayah I 150.000,-

2. \vilayah II 175.000,- Sesuai Kecru a tan 

3. Wilayah III 200.000,-

4. Wilayah Singaparna dan 125.000,-
angu eja 

(7) wilayah perjalanan . a alam daerah ditetapkan sebag . beri1rut : 

No. Wil yah I Wllayah II Wila ah III 

I. C "galo Bojongg lbir Bantarkalong 

2. Cisayong Ciawi B 'onga sih 

3. J a tiw as Cib along Cikal n g 

4. Leuwisari Cikatom as Cipatujah 

5 . Pa dakembang Cineam Cu lamega 

6. Puspahiang Gu n n gtanj u g Karangjaya 

7. Sala Jamanis Karangnuggal 

8. Sariwangi Kadipaten Pancatengah 

9. Sukaraja Manonjaya 

10. Sukarame Pagerageung 

II. Sukahening Parun gponteng 

12. Sukaratu Rajapolah 

13. Tanjungjaya Salop a 

14. Sodonghilir 

15. Sukaresik 

16. Taraju 
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(8) uang Bahan Bakar Minyak (BBM) dalam daerah untuk kendaraan roda 4 (empat) 
ditetapkan sebagai berikut : 

No. Kecamatan Tujuan BBM per Liter 

1 Bantarkalong 18 

2 Bojongasih 15 

3 Bojonggambir 30 

4 Ciawi 15 

5 Cibalong 14 

6 Cigalontang 10 

7 Cikalong 35 

8 Cikatom as 30 

9 Cineam 15 

10 Cipatujah 35 

11 Cisayong 12 

12 Culamega 35 

13 G nungtanjung 15 
-

14 Jamanis 14 

15 ,Ja "waras 13 

16 Kadipaten 16 

17 Karangjaya 17 

18 Karangnunggal 18 

19 L u wis ari 8 

20 Mangun re"a 5 

21 Manonjaya 12 

22 P dakembang 10 

23 Paoer ageung 16 

24 Panca tengah 35 

25 Parungpon ten g 15 

26 Puspabiang 12 

27 Rajapolah 13 

28 Salawu 6 

29 Salopa 14 

30 Sariwangi 8 

31 Singaparna 5 

32 Sodonghilir 20 

33 Sukahening 14 

34 Sukaraja 10 

35 Sukarame 5 

36 Sukaratu 10 

37 Sukaresik 15 

38 Tanjungjaya 7 

39 Taraju 20 



", 

. • • 10 

(9) biaya peIjalanan dinas Luar Daerah Dalam Provinsi ditetapkan sebagai berikut : 

No Tempat Perjalanan Uang Uang Uang 
Dinas Harlan Refresentasiri Penginapan 

(Rp). per Harl (Hotel) per 
(RpJ. Hari (RpJ. 

1. Ibukota Provinsi 500.000,- 200.000,- 1.470.000,-
(Bandung) 

2. Wilayah I 300.000,- 175.000,- 1.470.000,-

3. Wilayah II 400.000,- 175.000,- 1.470.000,-

4. Wilayah III 4 50.000,- 175.000,- 1.4 70.000,-

5. Wilayah IV 500.000,- 175.000,- 1.470.000,-

6. Wilayah V 250.000,- 175.000,- -
(Kot a Tas ikmalaya ) 

(10) . a 'ah peIjalanan dinas Luar Daerah Dalam Provinsi ditetapkan sebagai berik ut : 

No. Wilayah I Wilayah II Wilayah m WilayahIV 

1 Banjar Bandung Cirebon Bogor 

2 Ciamis Bandung Barat Indramayu Bekasi 

3 Garut Cimahi Ku ningan Depok 

4 Sumedang Majalen gka Karawang 

5 Purwakarta 

6 Subang 

7 Su kabumi 

( 11) biaya p eIj an . as Lu ar D erah Luar Prov'ns' . Pulau Jaw : 

No Tem pat erjalanan 
i as 

1. Pusat (Jakarta ) 

Ua g 
Ha • n 

(Rp). 

600.000,-

U n 
Re frese tasi 

per Hari 
R ,. 

Uang 
e ngin p n 

{ a tel pei' 
Harf (RpJ. 

Wilayah V 

Kot r 

Tasikmalaya 

2. Wilayah I Se uai wilayah 

3. Wilayah II 

(12) wilayah peIjalanan dinas di Luar Provinsi di Pulau Jawa : 

No. Wilayah I Wilayah II 

1 Banten Jawa Timur 

2 D I. Jogyakarta 

3 Jawa Tengah 



II 

(13) biaya perjalanan dinas Luar Daerah di Luar Pulau Jawa: 

No Tempat Perjalanan Uang Uang Uang Uang 
Dinas Harlan Refresentasi Transportasi Penginapan 

(Rp). per Harl (Rp). (Hotel) per 
(RpJ. Hari (RpJ. 

1. Wilayah I 650.000,- 250.000,- 1.600.000,-

2. Wilayah II 700.000 ,- 250.000,- 1.850.000,- Sesuai 

3. Wilayah III 750.000,- 250.000,- 2 .150.000,-
wilayah 

4. Wilayah N 800.000,- 250.000,- 4.050.000,-

(14) wilayah perjalanan dinas di Luar Pulau Jawa: 

No. Wilayah I Wilayah II Wilayah m WilayahIV 

1 Bali Gorontalo NAD Pap a 

2 Bangka Maluku Sulawesi Barat Irian J aya 
Belitung Bara t 

3 Bengkulu Maluku Utara Sulawesi Selatan 

4 Jarnbi Nusa Tenggara Bara t Sulawesi Tengah 

5 K·limantan Nusa Tenggara Timu r Sulawesi Tenggara 
Barat 

6 Kalimantan Sulawesi Utara Sumatera Utara 
Selatan 

7 Kalimantan Sum atera Bara t 
Tengah 

8 Kalimantan 

imr 

9 Kep. Ri u 

10 Lamp n g 

11 Riau 

12 S m a ter a 
Sela t an 

( 15) besaran uang pe ginapan (h otel 

No. Provi si Tarlf Hotel Bintang 4 

Per hari(Rp). 

1. Nanggroe Aceh Darussalam 1.308.000,-

2. Sumatera Utara 1.030.000,-

3. Riau 1.075.000,-

4. Kepulauan Riau 930.000,-

5 . Jambi 1.030.000,-

6 . Sumatera Barat 1.030.000,-

7. Sumatera Selatan 1.000.000,-

8 . Lampung 1.152.000,-

9. Bengkulu 790.000,-
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10. Bangka Belitung 1.030.000,-

11. Banten 1.430.000,-

12. Jawa Barat 1.470.000 ,-

13. DKl. Jakarta 1.470.000 ,-

14. Jawa Tengah 1.452.000,-

15 D1. Yogyakarta 1.248.000,-

16. Jawa Timur 1.152.000,-

17. Bali 1.810.000,-

18. Nusa Tenggara Barat 1.082.000,-

19. Nusa Tenggara Timur 1. 000 .000,-

20. Kalimantan Barat 1. 13 0 .000,-

21. Kalim antan Tengah 1.3 50.000,-

22. Kalimantan Selatan 1.420 .00 -, 

2 3 . Kalimantan Timur 1.4 58.00 -, 

24. Sulawesi Utara 1.415.000,-

25. Gorontalo 1.010.00 , -

26 . Sulawesi Barat 1. 030 .0 00 ,-

27 . Su lawesi Selatan 1.000 .00 0 ,-

28. Sulawesi Tengah 1.040.0 0 ,-

29. Su I' wesi Tenggara 1.070.000,-

30. Malu ku 1.030 .000,-

31. Malu ku Utara 1.512 .00 , -

32. Papua 1.260.00 , -

33. I . an J aya Barat 1.260.00 0 ,-

Bagian Ke . ga 

Peningk atan Su mber Daya Manu sia (SDM) dan Profesionalisme 

Pa sal 12 

Pimpinan dan anggota DPRD yang ditugask an mengikuti kegia tan perun atan Sumber 

Daya Manusia (SDM) dan profesionalisme berupa: 

a . Seminar; 

b. Pendidikan dan Latihan, Bimbingan Teknis , Workshop dan k egiatan seJenlsnya, 

diberikan biaya sesuai den gan kemampuan APBD. 

BAB W 
PELA ORAN 

Pasal13 

(1) pimpinan dan anggota DPRD yang menggunakan biaya petjalanan dinas sebagaimana 
dirnaksud dalam Pasal 11, wajib memberikan laporan pelaksanakan kegiatannya 

kepada Pimpinan DPRD Kabupaten Tasikmalaya. 

(2) Iaporan pertanggungjawaban keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
merupakan bagian tidak terpisahkan dari pertanggungjawaban keuangan pada 

Sekretariat DPRD. 
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(3) apabila laporan pertanggungjawaban keuangan dimaksud pada ayat (l)belum dapat 

dipenuhij diselesaikan oleh yang bersangkutan, Sekretaris DPRD berwenang untuk 

menangguhkan atau tidak menyetujui pembayaran. 

BABV 
KETENTUAN PENUTUP 

Pasal14 

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka Peraturan Bupati Tasikmalaya 

Nomor 4 Tahun 2012 tentang Tunjangan Kesejahteraan dan Standar Biaya Belanja 
Penunjang Kegiatan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 
Anggaran 2012, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku' 

Pasal15 

Peraturan Bupati ini mulai berlaku terhitung sejak tanggal 1 Januari 20 13. 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati 

ini den gan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tasikmalaya. 

Diundangkan di Singaparna 

pada tanggal 1 9 Des embe 201 2 

SEKRETARIS DAERAH 

KABUPATEN TASIKMALAYA 

Ditetapkan di Singaparna 
pada tanggal 1 8 Des ember 201 2 

t BUPATI TASIKMALJ;YA ! 

I 

\ 
J ~U RUZHANUL ULUM 

BERITA DAERAH KABUPATEN TASIKMALAYA TAHUN 2012 NOMOR 2 
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